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BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomr 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4815).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaga Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun
2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi
Jawa Barat Tahun 2008 - 2013.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun
2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian
Selatan Tahun 2010-2029;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran
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Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tasikmalaya,;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17
Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18
Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) 2011 -2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2017.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

2. Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2016.
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BAB II
SISTEMATIKA RKPD
Pasal 2

Sistematika RKPD meliputi:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB I KONDISI UMUM;

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO;

BAB IV TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2017;
BAB V PEMBANGUNAN BIDANG;

BAB VI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN; dan

BAB VII PENUTUP
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BAB III
ISI DAN URAIAN RKPD
Pasal 3

(1) Isi dan uraian RKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 25 Juli 2016

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. DIZZODIR, M.Pd

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 20



